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ABSTRAK
[bookmark: _GoBack]
Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan media pers dengan munculnya media-media berita online. Perkembangan tersebut mempengaruhi perilaku para pencari dan penulis berita yang lebih mengutamakan real time dan seringkali rilis ke publik tanpa melalui proses verifikasi. Ketika musim pemilu banyak wartawan terseret kasus kriminalisasi karena terjerat pelaporan pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan yang disangkut pautkan dengan UU ITE. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada tingkat kemerdekaan pers di Indonesia. Padahal secara undang-undang,  negara telah menjamin kemeredekaan bagi pers untuk berpendapat dan menyiarkan berita tanpa adanya penyensoran, pencekalan dan pembredelan. Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini akan membahas bagaimana makna dan implementasi kemerdekaan pers dalam hubungannya dengan perkembangan hukum pers di Indonesia.
Penelitian ini merupakan kajian hukum yuridis normatif menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, pendekatan komparatif dan pendekatan historis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang terdiri dari hukum primer yaitu UUD 1945, UU Pers, UU Penyiaran dan UU ITE. Sumber hukum sekunder seperti hasil penelitian hukum dari para sarjana sebelumnya. Serta sumber hukum tersier seperti berita di berbagai media. Pendekatan tersebut digunakan karena pendekatan kajian yang dipakai adalah penelitian hukum doktrinal yang akan membahas suatu aturan hukum yang nantinya menghasilkan dalil-dalil hukum. 
Penelitian ini menunjukan bahwa makna kemerdekaan pers berdasarkan peran dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945, UU No.40 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2002 dan UU No.19 Tahun 2016. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut kemerdekaan pers merupakan kemerdekaan warga negara untuk berkomunikasi dan kebebasan memperoleh informasi yang didasari oleh prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Implementasi kemerdekaan pers di Indonesia belum terimplementasi dengan baik karena pers masih mendapatkan perlakuan hal-hal yang dapat membelenggu kemerdekaan mereka baik dari pihak pemerintah dan  pemilik modal seperti kekerasan fisik dan nonfisik hingga kriminalisasi. Sementara dari pers sendiri, beberapa pers masih belum menjalankan etika profesi mereka dengan baik seperti masih melakukan pelanggaran asas tidak bersalah dan pemberitaan yang tidak berimbang.
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ABSTRACT
The advances of technology information influences the development of the press media with the emergence of online news media. This development affects the behavior of reporters, journalist and news writers who prioritize real time. Sometimes they often release the information to the public without going through a verification process. During the election season, many journalists were dragged into criminal cases because they were caught in reports of defamation,and humiliation that related to the cyber law (UU ITE). This has an indirect impact on the level of press freedom in Indonesia. Albeit, the state has guaranteed freedom for the press to express opinions and broadcast news without any censorship, and bans. Based on the mentions problems, this research will discuss the meaning and implementation of press independence in relations with the development of legal  press in Indonesia.
This research is a juridical normative research that uses various approaches such as the statute approach, the conceptual approach, the analytical approach, the comparative approach and the historical approach. The data collection technique was carried out through document studies consisting of the primary law, namely the 1945 Constitution, the Press Freedom Law, the Broadcasting Law and the ITE Law. Secondary sources of law such as the results of legal research from previous scholars. As well as tertiary legal sources such as news in various media. This approach is used because the study approach used is doctrinal legal research which will discuss a rule of law which will produce legal arguments.
This research shows that the meaning of press freedom is based on the roles and functions regulated in the 1945 Constitution, Law No.40 of 1999, and Law No.32 of 2002, and Law No.19 of 2016. Based on these three laws, press freedom is the freedom of citizens to communicate and freedom to obtain information. which is based on the principles of the Indonesian state as a democratic rule of law. The implementation of press freedom in Indonesia has not well implemented because the press is still receiving treatment acts that can shackle their independence both whether from the government and the owners of capital, such as physical and non-physical violence to the criminalizing act. Meanwhile, from the press itself, some of the press have yet to carry out their professional ethics properly, such as still committing violations of the principle of innocence and imbalance reporting.
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